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ABSTRAK

Audrey Talitha Syafarina Togubu, 2023, 201910360311130, Universitas Mul diyah Mal,

J -4

Fakultas Ilmu Sosial dan Ihnu Politik, i Hubungan I ional, PERAN GREENPEACE

DALAM MENANGANI ISU POLUSI UDARA PM 35 DI THAILAND, Pembimbing: Najamuddin
Khairur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

Permasalahan yang dihadapi banyak negara di dunia pada saat ini adalah permasalahan lingkungan, salah
satunya permasalahan kualitas udara. Terdapat sekitar 90% di seluruh dunia menghirup udara tercemar dan
sebanyak tujuh juta orang meninggal di seluruh dunia karena pencemaran udara tersebut. Thailand, adalah
salah satu negara dengan kota paling banyak tercemar di dunia. Pada tahun 2018, terdapat 28 dari 53 wilayah
di 29 provinsi Thailand yang terkena dari PM »5. Pada tahun 2019, Thailand menduduki peringkat ke-28 negara
paling berpolusi dari 98 negara yang diperingkat dalam IQAir’s 2019 World Air Quality sekitar 24,3 g/ns.
Dengan kondisi yang prihatinkan demikian diperlukan peran lebih oleh aktor-aktor selain pemerintah
Thailand, khususnya INGO seperti Greenpeace mengingat peran pemerintah Thailand yang belum tegas terkait
permasalahan tersebut. Dengan metode penelitian deskriptif dan studi literatur peneliti berusaha mengkaji

bagai peran Greenp dalam gani isu polusi udara PM 25 di Thailand. Berdasarkan hasil analisis
yang telah ditemukan, Greenpeace telah menjalankan fungsinya sebagai basis acuan informasi, berfungsi
" operasional dengan melakukan kampanye-kampanye, peng kebijakan dan berfungsi sebagai advokasi

keadilan lingkungan dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan lain di Thailand guna mengeluarkan
ajakan serta petisi tegas agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih cepat dan terfokus pada permasalahan
yang terjadi.

Pembimbing 1

Najamuddis r Rijal, S.IP., M.Hub.Int. Audrey Talitha farina Togubu



ABSTRACT

Audrey Taltiha Syafarina Togubu, 2023, 201910360311130, University of Muh diyah Malang,
Faculty of Social and Political Science, Department of International Relations, THE ROLE OF
GREENPEACE IN ADDRESSING PM 25 AIR POLLUTION IN THAILAND, Advisor I : Najamuddin

Khairur Rijal, S.IP., M.Hub.Int.

The problems faced by many countries in the world today are environmental problems, one of which is
air quality. There are about 90% worldwide breathing polluted air and as many as seven million people
die worldwide because of this air pollution. Thailand, is one of the countries with the most polluted
cities in the world. In 2018, 28 out of 53 regions in 29 provinces of Thailand were affected by PM 2.5. In
2019, Thailand was ranked the 28th most polluted country out of 98 countries ranked in the 2019 IQAir
World Air Quality of around 24.3 g/m3. With these apprehensive conditions, more roles are needed by
actors other than the Thai government, especially INGOs such as Greenpeace considering that the role
of the Thai government has not been firm regarding this issue. Using descriptive research methods and
literature studies, researchers are trying to ine Greenpeace's role in addressing the issue of PM 2.5
air pollution in Thailand. Based on the results of the analysis that has been found, Greenpeace has
carried out its function as a refe basis for infi tion, has an ional function by carrying out

paig policies and functions as an advocacy for enviy I justice by working with
other envil I organizations to issue assertive calls and petitions for the govermment to take

appropriate action. more quickly and painfully on the problems that occur.

Advisor 1
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PERAN GREENPEACE DALAM MENANGANTI ISU POLUSI
UDARA PM »5 DITHAILAND

Audrey Talitha, Najamuddin Khairur Rijal
Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: odeytalitha@gmail.com

Abstract
Permasalahan yang dihadapi banyak negara di dunia pada saat ini adalah

permasalahan lingkungan, salah satunya permasalahan kualitas udara. Terdapat
sekitar 90% di seluruh dunia menghirup udara tercemar dan sebanyak tujuh juta
orang meninggal di seluruh dunia karena pencemaran udara tersebut. Thailand,
adalah salah satu negara dengan kota paling banyak tercemar di dunia. Pada tahun
2018, terdapat 28 dari 53 wilayah di 29 provinsi Thailand yang terkena dari PM 2.5,
Pada tahun 2019, Thailand menduduki peringkat ke-28 negara paling berpolusi dari
98 negara yang diperingkat dalam [QAir’s 2019 World Air Quality sekitar 24,3
g/m3. Dengan kondisi yang memprihatinkan_demikian diperlukan peran lebih oleh
aktor-aktor selain pemerintah Thailand, khususnya INGO seperti Greenpeace
mengingat peran pemerintah Thailand yang belum tegas terkait permasalahan
tersebut. Dengan metode penelitian deskriptif dan studi literatur peneliti berusaha
mengkaji bagaimana peran Greenpeace dalam menangani isu polusi udara PM »5 di
Thailand. - Berdasarkan hasil -analisis yang telah -ditemukan, Greenpeace telah
menjalankan fungsinya sebagai basis acuan informasi, berfungsi operasional dengan
melakukan kampanye-kampanye, pengawas kebijakan dan berfungsi sebagai advokasi
keadilan lingkungan dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan lain di
Thailand guna mengeluarkan ajakan serta petisi tegas agar pemerintah mengambil

tindakan yang lebih cepat dan terfokus pada permasalahan yang terjadi.

Keywords: INGO; Greenpeace; Thailand; Polusi Udara; PM 55
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A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, sembilan dari sepuluh orang menghadapi kualitas udara yang melebihi
standar pencemaran udara. Menurut World Health Organization (WHO), terdapat sekitar
90% orang di seluruh dunia menghirup polusi udara serta diperkirakan ada tujuh juta orang
meninggal setiap tahun karena pencemaran udara (Organization, 2018). WHO juga
menyatakan bahwa tingkat polusi udara tertinggi berada di Kawasan Mediterania Timur dan
Asia Tenggara, dengan tingkat rata-rata tahunan yang seringkali melebihi dari lima kali batas
standar polusi udara (Organization, 2018). Polusi udara yang paling berbahaya bagi
kesehatan adalah partikulat yang kurang dari 2,5 mikroorganik (PM 25) (Thailand, n.d.-a).

Menurut Air Quality Index, Thailand merupakan negara yang dapat terhitung sebagai
tempat yang memiliki banyak kota yang tercemar atas polusi udara PM 5 (IQAir, 2022),
karena Thailand memiliki banyak negara di dekatnya dengan sedikit penghalang alami,
seperti lautan, sulit untuk menentukan apakah masalahnya terutama bersifat domestik atau
tidak (Ethan, 2023). Pada tahun 2018, terdapat 28 dari 53 wilayah di 29 provinsi Thailand
yang terkena dari PM 5 (CNN Indonesia, 2020) Pada tahun 2019, Thailand menduduki
peringkat ke-28 negara paling berpolusi dari 98 negara yang diperingkat dalam [/QAir’s 2019
World Air Quality sekitar 24,3 g/m?® (IQAir, 2022). Kemudian pada tahun 2020 Thailand
dihadapkan dengan kasus polusi PM 25 yang semakin tinggi, salah satunya ibukota Thailand,
Bangkok mencapai 95 g/m? dan tergolong kedalam level maksimal (CNN Indonesia, 2020).

Hal ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Thailand mengingat bahaya dari
polusi udara PM 3 5.- Akibatnya, masyarakat Thailand mengalami masalah kesehatan seperti,
mata terbakar, hidung tersumbat, penyakit bawaan seperti asma, diabetes, kanker paru-paru,
kelahiran prematur, dan depresi (Greenpeace, n.d.-e). Kasus peningkatan PM 5 semakin
parah di tahun 2021 dimulai dari Januari sampai dengan Maret 2021 (Aidan Farrow, Andreas
Anhauser, 2022). Adanya peningkatan PM .5 disebabkan oleh asap kendaraan dan
pembakaran biomassa. Selain itu, adanya peningkatan asap kendaraan serta curah hujan
rendah yang membuat polusi udara semakin meningkat. Terlebih lagi adanya peningkatan
suhu atmosfer dan pembakaran lahan maka akan semakin memperburuk keadaan. PM ;s
ditambah lagi dengan populasi penduduk yang setiap tahun terus meningkat, akan
memperburuk keadaan (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022).

Polusi udara diperkirakan telah menewaskan sekitar 8.000 orang di Thailand pada
2021, menurut data IQAir. Polusi udara kemudian menyebabkan kerugian sekitar $3,1 miliar
di Bangkok. Kemudian, per 23 Februari 2022, indeks polusi udara kota-kota besar di Asia

Tenggara menunjukkan Chiang Mai, Thailand menempati urutan ketiga dengan skor 94,
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setelah Vietnam dan Myanmar. Pada April 2022, konsentrasi PM 25 di udara Thailand empat
kali lebih tinggi atas nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO. Berarti orang Thailand
menghirup udara yang terlalu tercemar untuk mempengaruhi kesehatan mereka (Kummetha,
n.d.)

Polusi udara di Thailand bersifat musiman, yaitu dari Desember-Februari setiap tahun,
warga Bangkok lebih sering memakai masker dan berjalan di jalan atau menyalakan alat
pembersih udara di rumah. Inilah yang dibayar individu untuk menjaga diri mereka sendiri
agar tidak sakit. Thailand memprioritaskan pembangunan ekonomi dan industri, tetapi bukan
kesehatan rakyat Thailand. Witsanu Attavanich, seorang ekonom lingkungan dan profesor di
Universitas Kasetsart, -mengatakan pembangunan ekonomi tidak sebanding dengan
memburuknya kesehatan penduduk Thailand. Jika polusi udara tersebut terus terjadi, akan
membahayakan kesehatan generasi mendatang, dan juga sumber daya nasional Thailand akan
berkurang (Kummetha, n.d.).

Dalam fenomena ini, pemerintah Thailand mengabaikan tuntutan dari masyarakat
serta Greenpeace yang menginginkan segera menyelesaikan isu peningkatan polusi udara PM
25. Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang mewakili penduduk di Thailand mengajukan
gugatan berupa petisi kepada Dewan Lingkungan Nasional Thailand, Kementerian Sumber
Daya Alam dan Lingkungan, dan Kementerian Perindustrian. Namun, semua petisi yang
digugat oleh masyarakat tersebut diabaikan. Bukan hanya masyarakat saja, petisi tersebut
juga diajukan oleh perwakilan Greenpeace Thailand, Enviromental Law Foundation
(EnLaw), Rural Doctor Society, Ecological Alert and Recovery-Thailand, Climate Strike
Thailand, Chiang Mai Breath Council, dan Northern Breath Council tetapi semua gugatan
tersebut juga diabaikan (Greenpeace Southeast Asia, 2022). Gugatan tersebut menggugat
mengenai standar udara lingkungan PM ;5 yang baru mengikuti standar udara internasional
baru (Nazalea Kusuma, 2022).

Adanya kekhawatiran dari permasalahan polusi udara PM ;s selain bahaya polusi
udara, bukan hanya pemerintah yang dilibatkan untuk mengatasi isu lingkungan ini, terdapat
aktor lain, baik aktor non-pemerintah lokal maupun internasional yang mencoba untuk
berpartisipasi dalam mengatasi polusi udara PM s (Chiang, 2022a). Salah satu yang ikut
terlibat dalam menangani polusi udara PM .5 di Thailand adalah Non-Govermental
Organization (NGO) yang memiliki fokus serta peran pada isu lingkungan yaitu sebagai basis
acuan informasi, memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan, menjalankan fungsi
operasional, penilai dan pemantau kondisi lingkungan, serta melakukan advokasi terhadap

keadilan lingkungan (Gemmill & Abimbola Bamiedle-Izu, 2002).
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Greenpeace sebagai salah satu International Non-Govermental Organization (INGO)
memiliki perannya dalam membantu menangani polusi udara PM 5 di Thailand. Pasalnya,
sejak tahun 2015, Greenpeace telah menyusun peringkat PM s Thailand, yang secara
konsisten menunjukkan bahwa kualitas udara kota itu semakin memburuk dari tahun ke
tahun. Tingkat PM 25 di daerah perkotaan Thailand telah meningkat di atas batas aman yang
ditetapkan. Hal inilah yang menjadi dasar Greenpeace untuk mengatasi polusi udara di
Thailand yang telah gagal dan tidak bertujuan untuk menyelesaikan krisis saat ini
(Greenpeace Southeast Asia, n.d.-a)

Dengan tujuan juga untuk membantu masyarakat agar kualitas udara Thailand cepat
membaik dan melindungi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Greenmpeace membuat
laporan sebagai basis acuan informasi, kemudian telah melakukan aksi langsung (kampanye)
selama bertahun-tahun untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
standarisasi PM 25, Greenpeace juga mengawasi lembaga pemerintah Thailand yang secara
langsung mempengaruhi atas polusi udara PM 25, kemudian adanya tuntutan serta petisi yang
diberikan ‘Greenpeace yaitu agar pemerintah memperketat standarisasi PM 5 (Chiang,
2022a). Kemudian, Greenpeace terus mendorong agar pemerintah Thailand segera
menetapkan kebijakan yang kuat dan efektif untuk melindungi kehidupan masyarakat dari
polusi udara (Thailand, n.d.-b).

Penelitian Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo (Gusman & Joko Waluyo, 2015)
membahas mengenai peran Greenpeace dalam menanggulangi masalah pencemaran air dan
udara di China dengan melakukan serangkaian kegiatan.  Penelitian Ega Tiara (Tiara, 2019)
membahas mengenai peran yang telah dilakukan Greenpeace dalam mengatasi polusi udara
tahun 2012-2017. Penulis menyatakan bahwa dalam hal tersebut Greenpeace telah
melakukan peran sebagai organisasi yang memberikan penyadaran masyarakat atau
membentuk opini masyarakat mengenai- polusi udara. Dari kedua penelitian diatas
perbedaannya dengan penulis yakni objek negara yang dibahas yaitu penulis ingin membahas
bagaimana peran Greenpeace dalam menangani polusi udara di negara Thailand.

Penelitian (Rachma, 2020) membahas mengenai peran Greenpeace dalam
pengurangan plastik sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan laut di Jakarta.
Perbedaannya adalah penulis menggunakan lingkup penelitian yang sempit yaitu hanya
terpaku pada satu kota di Indonesia yaitu Kota Jakarta, namun penulis ingin membahas
penelitian dalam lingkup penelitian yang lebih luas yaitu negara Thailand. Penelitian Fariz
Ruhiat, Dudy Heryadi, dan Akim (Ruhiat et al., 2019) menjelaskan Greenpeace melakukan

strategi dalam upaya penanganan polusi udara di Jakarta. Greenpeace melakukan strategi
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nyata dengan kampanye yang dilakukan. Perbedaannya adalah akan lebih membahas peran
Greenpeace sebagai INGO dalam mengatasi isu polusi udara di negara Thailand.

Penelitian (Ramadhona et al., 2021) ini menjelaskan adanya peran Greenpeace
sebagai INGO dan kelompok kepentingan menekan dan menggugat pemerintah untuk
memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Penelitian (Al-hakim et al., 2019) menjelaskan
adanya pencemaran udara di Indonesia khususnya di Jakarta yang semakin parah dari waktu
ke waktu, dan hal tersebut masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, salah satu pihak yang
menaruh perhatian besar pada masalah pencemaran udara di Jakarta tersebut adalah
Greenpeace. Penelitian (Azmi Zakiah Ahmad et al., 2021) membahas mengenai adanya
polusi udara yang ada di India pada tahun 2015-2018 yang mana sumber utama pencemaran
udara tersebut mengandung partikel dengan konsentrasi yaitu PM 25 dan PM 0. Perbedaan
kedua penelitian diatas dengan penelitian saya adalah perbedaan dalam objek negara dan
konsentrasi partikel polusi yang dibahas yaitu penulis fokus terhadap negara Thailand dengan
isu polusi udara spesifik PM 2 5.

Penelitian (Nurkumala, 2015) membahas mengenai adanya peran Greenpeace
berperan dalam melindungi Graywhale di Korea Selatan dengan adanya konservasi yang
didukung pemerintah. Kemudian, penelitian (Rerung, 2022) membahas mengenai kasus
deforestasi yang terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. Perbedaan yang didapat
dalam dua penelitian diatas yaitu penulis lebih menjelaskan beberapa peran dari Greenpeace
tetapi fokus isu lingkungan yang dibahas berbeda.

Penelitian (Atrozaq, 2022) membahas mengenai salah satu permasalahan lingkungan
yaitu IUU Fishing yang ada di Kawasan Afrika Barat. Penulis menggunakan teori global civil
society, yang mana Greenpeace telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
sebagai salah satu aktor dalam global civil society menjalankan perannya dengan baik dalam
memperjuangkan isu lingkungan tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada konsep yang
digunakan. Penelitian diatas menggunakan konsep Global Civil Society sedangkan penelitian
saya menggunakan konsep INGO khususnya konsep NGO lingkungan dari Gemmil dan
Balmiedle-Izu.

Penelitian (Marks & Miller, 2022) membahas mengenai polusi udara di Thailand
disebabkan oleh emisi pertanian, emisi kendaraan, emisi industri terhadap ekologi politik
yang tidak adanya kesetaraan kebijakan terhadap polusi udara di Thailand. Kemudian
penelitian (Wongwatcharapaiboon, 2020) membahas mengenai situasi kebijakan pendukung,
jaringan dan ekonomi dalam mengatasi polusi PM 2.5 di Thailand. Perbedaannya dari dua

penelitian diatas bahwa penulis menjelaskan adanya peran dari organisasi non-pemerintah
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yaitu Greenpeace yang ikut andil dalam mengatasi isu polusi udara di Thailand yang semakin
menyebar dan meningkat dari tahun ke tahunnya.

Peneliti memaparkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, yaitu:
“Bagaimana peran Greenpeace dalam menangani isu polusi udara PM 5 di Thailand.?”
Penelitian ini akan melihat bahwa isu polusi udara PM 2.5 di Thailand menjadi masalah
kompleks yang perlu mendapat perhatian dari INGO lingkungan yaitu Greenpeace yang
mana penanganan masalah lingkungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja
tetapi aktor non-pemerintah juga dapat dilibatkan. Kemudian Thailand memiliki banyak
negara didekatnya dengan sedikit penghalang alami dan sebagian besar polusi udara di
Thailand kemungkinan dihasilkan di dalam negeri terutama wilayah perkotaan. Selain itu,
masih kurang adanya ketegasan dan kecakapan pemerintah Thailand dalam menangani isu
lingkungan berupa polusi udara PM ,5. Dengan itu, Greenpeace karena mendatangkan peran
yang cukup penting, mengingat Greenpeace merupakan sebuah INGO yang diharapkan
mampu untuk mengatasi persoalan lingkungan global salah satunya adalah isu polusi udara
yang terjadi di Thailand.

B. Metodologi

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan peristiwa
atau fenomena secara rinci dengan tujuan secara akurat mencirikan individu, gejala, kondisi
atau kelompok tertentu seperti yang disuguhkan secara kenyataan (Dhea Aulia Arsya, Aninda
Rizky Safitri, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, hal ini dikarenakan
data yang diperoleh terdiri dari tatanan kaya-kata bukan dari angka.

Data pendukung penelitian ini didapatkan dengan menggunakan studi literatur
terhadap berbagai data sekunder (Sarwono, 2018) yang berhubungan dengan permasalahan
isu polusi udara PM ;5 dan peran-peran Greenpeace yang didapatkan melalui buku, dokumen,
jurnal atau berita-berita secara offline maupun online yang terkait dengan isu yang dibahas.
Data sekunder yang penulis gunakan berasal dari website resmi Greenpeace, Greenpeace
Thailand, serta website resmi lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal, buku, dan
sumber berita lainnya sebagai data pendukung. Data tersebut kemudian diolah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis peran Greenpeace sebagai INGO dalam menangani isu
polusi udara PM 25 di Thailand.

Teknik Analisa data dalam penelitian ini berupa Induktif. Dengan menggunakan
teknik analisa induktif maka memugkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari umum ke

khusus. Dengan menggunakan teknik analisa data berupa pendekatan induktif membantu

6



peneliti dalam memahami tentang pemaknaan dalam data melalui pengembangan tema-tema
diringkas dari data kasar (Moleong, 2010). Dengan analisa berdasarkan pada catatan masalah
dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan isu polusi udara PM » s di
Thailand dan peran-peran dari Greenpeace dalam menangani permasalahan isu polusi udara
tersebut serta didasarkan pada pendekatan dan konsep yang ada, serta juga melakukan
penalaran atas apa yang ditemukan.

Batasan waktu penelitian diawali pada tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan
Thailand mengalami polusi udara PM 25 diawali dari tahun 2018, kemudian paling parah
diawal tahun 2020 sampai -dengan 2021. Pada tahun- 2021, Greenpeace memulai
mengadaptasi apa yang harus dilakukan terkait penanganan polusi udara di Thailand yang
sangat riskan bagi kehidupan masyarakatnya. Kemudian 2021 hingga 2022 masih terus
melakukan perannya untuk menangani polusi udara PM ;5 di negara Thailand. Batasan materi
penelitian ini yaitu berdasarkan pada isu polusi udara yang difokuskan di Thailand dan juga
peran Greenpeace dalam menangani isu polusi udara PM ;5 yaitu sebagai basis acuan
informasi, melaksanakan fungsi operasional, menilai keadaan lingkungan hidup global
terhadap perjanjian lingkungan internasional yang telah disepakati, sebagai pengawasan
kebijakan dan advokasi keadilan lingkungan.

C. Konsep
Konsep International Non-Governmental Organization (INGO)

Organisasi non-pemetrintah dapat berupa Non-Governmental Organization (NGO)
malupun International Non-Governmental Organization (INGO). Menurut pandangan
Rudy tentang administralsi dan organisasi internasional berpendapat bahwa adanya
perbedaan antara NGO dengan INGO hanya dalam keanggotaan organisasi, mitra, dan
ruang lingkup kegiatan organisasi. NGO juga dapat bersifat internasional INGO tetapi
memiliki cakupan regional yang terbatas (Rudy, 2005).

NGO beroperasi secara independen dan tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena
itu, masyarakat sipil terkadang melihat NGO. sebagai organisasi nasional dan
internasional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial atau politik tertentu.
Karena NGO adalah perusahaan nirlaba, mereka seringkali lebih kolaboratif daripada
komersial. Namun, lembaga yang dapat digolongkan sebagai NGO yaitu lembaga yang
tidak dikendalikan oleh pemerintah, serta berfokus pada kebutuhan lingkungan sosial

(Folger, 2022).



Menurut Gemmil dan Balmiedle-Izu, merumuskan peran NGO yang lebih spesifik
dalam memperjuangkan isu lingkungan hidup global (Gemmill & Abimbola Bamiedle-

Izu, 2002) yaitu:

1. Sebagai basis acuan informasi yang mempunyai peran dalam mengumpulkan,
menyebarluaskan, dan menganalisis informasi tentang keadaan lingkungan global yang

ada.

2. Menjadi pemberi masukan untuk proses penyusunan agenda (agenda-setting) dan

juga pembuat kebijakan.
3. Aktif dalam menjalankan fungsi operasional atau kegiatan-kegiatan operasional.

4. Menilai keadaan lingkungan hidup global saat in1 dan memantau kepatuhan otoritas

lokal terhadap perjanjian lingkungan internasional yang telah mereka setujui
5. Mengadvokasi keadilan lingkungan untuk memperoleh keadilan lingkungan.

Fokus utama INGO adalah mereka membentuk rencana atau aksi mereka sendiri,
dan jika rencana ini tidak segera mendapat tanggapan dan rancangan lebih lanjut dari
pemerintah, mereka dapat sangat terpengaruh. Organisasi-organisasi INGO kemudian
akan semakin secara langsung mempengaruhi pemerintah dan kebijakan mereka dengan
melakukan penelitian, mengorganisir tindakan, dan pada saat yang sama menyoroti
kekurangan tindakan pemerintah berkaitan dengan tanggung jawab sosial, etika, dan

lingkungan (Rudy, 2005).

Namun, tidak dapat disangkan bahwa INGO sebenarnya telah melakukan banyak
peran, upaya, strategi yang cukup bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah
umat manusia, termasuk lingkungan manusia itu sendiri (Gosselin, 2012). Sekitar tahun
1980, INGO mulai fokus pada kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang
lingkungan, seperti Greenpeace, Sierra Club, dan World Wildlife Fund (WWF).
Munculnya INGO tersebut didorong oleh dampak degradasi lingkungan yang telah
melanda seluruh dunia, dan salah satu dampak degradasi ini adalah perubahan iklim, yang

dapat mengakibatkan kepunahan semua makhluk hidup (Beda, 2011).

INGO juga bekerja dengan perusahaan dan pemerintah untuk secara responsif
mempengaruhi pendekatan kebijakan mereka. Hal ini menunjukkan tidak adanya tekanan

dan mobilisasi rakyat dari masyarakat sipil. INGO ini memiliki tujuan yang luas untuk

8



memberikan legitimasi dan wewenang untuk mewakili aspirasi masyarakat sipil ketika

meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan keyakinan mereka (Beda, 2011).

Konsep NGO lingkungan yang dipaparkan oleh Gemmil dan Balmiedle-Izu akan
sangat membantu penulis dalam meneliti peran Greenpeace dikarenakan salah satu INGO
yang masih aktif dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan hidup sampai dengan
sekarang. Greenpeace sebagai INGO dalam menangani polusi udara PM 25 di Thailand.
Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan empat peran dari lima peran NGO
yang telah dijelaskan diatas yaitu sebagai basis acuan informasi, melaksanakan fungsi
operasional, pengawasan kebijakan, dan juga advokasi keadilan lingkungan. Hal ini
dikarenakan penulis tidak melihat bahwa peran Greenpeace dalam menangani isu polusi
udara PM 5 di Thailand dalam standar pemantauan and penilaian kondisi lingkungan

otoritas lokal terhadap perjanjian lingkungan internasional yang telah disetujui.

Pembahasan
Gambaran Umum Greenpeace
Greenpeace adalah organisasi non-pemerintah yang difokuskan untuk melindungi,
meningkatkan = serta -melestarikan lingkungan global. Greenpeace dimulai sebagai
sekelompok “kecil orang yang memutuskan untuk bersatu pada tahun 1971 untuk
memprotes uji coba nuklir di- Amtchitka, Alaska. Mereka adalah aktivis dan pendiri
Greenpeace yang percaya setiap orang bisa membuat perubahan (Greenpeace, n.d.-a).
Saat ini, Greenpeace berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, dan memiliki sekitar 2,8
juta pendukung di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kantor regional berlokasi di lebih
dari 55 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Pasifik

(Greenpeace, n.d.-b).

Untuk negara-negara tanpa kantor afiliasi, Greenpeace internasional akan bertindak
sebagai jembatan bagi para pendukung dan donatur. Selain itu, menyediakan berbagai
layanan ke kantor negara dan global, termasuk mendirikan kantor baru, mengembangkan
rencana dan strategi keuangan untuk organisasi di seluruh dunia, menggalang dana untuk
didistribusikan ke kantor afiliasi resmi, dan menyediakan layanan website global,
memberikan biaya yang cukup efektif untuk layanan internet global, dan melindungi

nama besar Greenpeace (Greenpeace, n.d.-d).



Secara keseluruhan, Greenpeace menangani beberapa isu utama untuk melindungi dan
melestarikan lingkungan hidup serta perdamaian dunia (Greenpeace, n.d.-c). Greenpeace
saat ini sedang menangani masalah terkait upayanya untuk memperbaiki lingkungan yang

menjadikan lingkungan hidup semakin lebih baik yaitu:

1. Mengeluarkan energi terbarukan dari matahari, air, angin dan bumi untuk menangani
percepatan perubahan iklim global.

2. Menjaga kelestarian hutan, karena meningkatnya kasus deforestasi menjadi ancaman
serius bagi keanekaragaman flora dan fauna.

3. Melindungi lautan yang terancam akibat overfishing, trawling, dan global warming,
yang berimplikasi pada kepunahan ekosistem laut.

4. Kampanye mengenai eco-farming revolution yang tidak berdampak negatif bagi
keanekaragaman alam, hewan, dan tumbuhan di bidang pertanian.

5. Menciptakan masa depan yang bebas limbah beracun dari proses industri dan bahan
kimia berbahaya.

6. Penghapusan energi nuklir yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan
manusia.

7. Mendukung perdamaian dan pelucutan senjata
Greenpeace masuk kedalam kawasan Asia Tenggara Sejak tahun 2000. Pada kawasan

Asia Tenggara banyak terdapat hutan, gunung, sungai, dan lautan di kawasan ini

merupakan rumah bagi jutaan orang dan ribuan spesies pohon, tumbuhan, burung, dan

mamalia. Namun saat ini, banyak dari flora dan fauna ini terancam oleh perubahan iklim,

penggundulan hutan, polusi,” dan pertanian industri yang tidak berkelanjutan.

Industrialisasi yang cepat dan kesuksesan ekonomi di Asia Tenggara harus dibayar mahal.

Melalui kampanyenya, Greenpeace bertujuan untuk melindungi wilayah tersebut dari

kehancuran ekologis lebih lanjut dan berfungsi sebagai mercusuar kesadaran dan tindakan

untuk kepentingan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Greenpeace telah memimpin kampanye yang sukses di Filipina, Thailand, Indonesia dan

Malaysia (Greenpeace Southeast Asia, n.d.-b).

Pada tahun 2002 Greenpeace Thailand berhasil membatalkan proyek pembangkit
listrik tenaga batu bara 1400 megawatt (MW) di Ban Krut kemudian proyek 700
megawatt (MW) di Bo Nok menyusul upaya bersama Greenpeace dengan mitra
masyarakat di Ban Krut, Bo Nok, dan provinsi Prachuap Khiri Khan untuk menghentikan

operasi batubara di daerah tersebut (Greenpeace Southeast Asia, 2020a). Kemudian pada
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tahun 2008, adanya kunjungan Rainbow Warrior ke Thailand yang mana Greenpeace dan
anggota komunitasnya membuat pesan di pantai Thapsakae untuk memprotes
pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara 4000 megawatt (MW). Pada tahun
2009, Greenpeace bergabung dengan para petani untuk menanam beras organik dalam
upaya membuat 'seni beras' pertama di ladang Provinsi Ratchaburi di Thailand. Sawah
seluas 1,6 hektar menunjukkan gambar para petani yang memakai topi jerami dan
menggunakan arti untuk memanen beras organik - produk terpenting Thailand - yang
terancam masuknya organisme hasil rekayasa- genetika (GMO) ke negara tersebut

(Greenpeace Southeast Asia, 2020a).
Permasalahan Polusi Udara PM 25 di Thailand

Polusi udara pada dasarnya merupakan masalah lintas batas, artinya dapat dengan
mudah melintasi batas negara, tidak hanya mempengaruhi negara-negara penghasil polusi
udara, tetapi juga negara-negara tetangga. Akibatnya, seringkali sulit untuk menentukan
dengan tepat dari mana polusi udara berasal. Karena ada banyak negara di sekitar
Thailand dan hanya ada sedikit penghalang alami seperti lautan, sulit untuk menentukan
apakah masalahnya terutama di Thailand. Karena negara-negara tetangga seperti
Myanmar dan Laos berbasis pada pertanian (dan sering menggunakan pertanian tebang
serta bakar), partikel dapat dengan mudah melintasi perbatasan dan menjadi masalah

regional (Ethan, 2023).

Polusi udara di Thailand semakin memprihatinkan yang mana industrialisasi dan
urbanisasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan emisi. Masalahnya semakin
diperparah oleh angin yang membawa polusi udara ke Thailand dari negara-negara Asia
lainnya. Saat ini, Thailand tetap menjadi salah satu negara paling tercemar di dunia.
Menurut peringkat peringkat kualitas udara dan polusi perkotaan tahun 2023, Chiang
Mai, Thailand menempati urutan kedua, kedua setelah China, dan peringkat sangat tidak
sehat, diikuti Bangkok, Thailand, yang menempati urutan ke-18 dan sangat tidak sehat.
Beberapa bulan hingga bertahun-tahun dan merupakan salah satu negara paling tercemar
di dunia (IQAir, 2023). Thailand menderita polusi udara selama beberapa bulan setiap

tahun dan menjadi salah satu negara paling tercemar di dunia (Smart Air Thailand, n.d.).

Udara kota-kota besar dunia kini dipenuhi gas berasap yang berbahaya bagi
kesehatan. Salah satu pemicu utama dari situasi tersebut adalah jumlah kendaraan

bermotor dan kemacetan yang semakin meningkat. Akibatnya, emisi gas meningkat dan
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kualitas udara bisa menurun. Kemacetan merupakan masalah di setiap negara dengan
jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin banyak kendaraan bermotor, yang
digunakan untuk bepergian atau beraktivitas sehari-hari. Ini juga merupakan masalah
besar di Thailand (Habibah, n.d.). Di kota besar seperti Bangkok, polusi udara berasal
dari banyak sumber, antara lain mobil dan sepeda motor, industri berat, pembangkit listrik

(World Health Organization, 2019).

Polusi udara terdiri dari partikulat mikroorganisme (PM) dan gas yang merupakan
campuran bervariasi tergantung pada apa yang dibakar dan pada suhu berapa, serta faktor
iklim seperti suhu dan kecepatan angin. PM merupakan polutan yang terdiri dari
campuran kompleks partikel kecil seperti kotoran, debu, asap, dan cairan di udara.
partikel yang menyebar di Thailand adalah jenis partikel (PM 2:5). Jenis partikel ini paling
berbahaya karena menembus bagian terdalam dari paru-paru dan dapat menyebar dalam

aliran darah (Sembiring, 2020).

Banyaknya sepeda motor yang menyebar di jalanan Thailand. Sebuah survei oleh Pew
Research Center Amerika. Serikat menemukan bahwa 78% rumah tangga Thailand
memiliki setidaknya satu sepeda motor. Dengan 18 juta rumah tangga di Thailand, 15 juta
di antaranya memiliki sepeda motor. Menurut laporan BBC, terdapat 14 juta sepeda

motor terdaftar di Thailand, dan 1 juta lainnya tidak terdaftar (Habibah, n.d.).

Menurut kualitas udara WHO, paparan tahunan rata-rata terhadap PM 5 tidak boleh
melebihi 5 mg/m’. Sebagian besar kota dan wilayah di Thailand jauh melebihi standar ini.
Kualitas udara PM 2 s Bangkok pada tahun 2022 dengan rata-rata 23,3 mg/m>. Sebaliknya,
Departemen Pengendalian Pencemaran Thailand telah menetapkan batas paparan "aman"
sebesar 50 mg/m> dan akan menurunkannya menjadi 37,5- 25 mg/m? pada 1 Juni 2023

(World Health Organization, 2019).

Terdapat faktor Polusi Udara PM 75 di Thailand yaitu perkiraan dari Departemen

Pengendalian Polusi Udara Thailand dengan rata-rata pertahun:
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Tabel 1.1 Faktor Polusi Udara PM 2.5 Thailand pertahun 2019

Sumber PM 2.5 (mg/m°) Presentase
Pembakaran Lahan 209,937 mg/m’ 54%
Pembakaran Industri 65,140 mg/m> 17%
Transportasi 50,240 mg/m’ 13%
Pembangkit Listrik 31,793 mg/m’ 11%
Rumah Tangga 28,265 mg/m’ 5%

Sumber: ( (Kundhikanjana, 2019) tabel diolah oleh penulis).

Berdasarkan data diatas, ada tiga faktor utama yang menyumbangkan polusi udara
dengan presentase yang tinggi yaitu pembakaran lahan dengan ukuran PM 2.5 sebesar
209,937 mg/m’ sekitar 54%, kemudian pembakaran industri dengan ukuran PM 2,5
sebesar 65,140 mg/m*® sekitar 17%, dan transportasi dengan ukuran PM 2.5 sebesar
50,240 mg/m? sekitar 13% (Kundhikanjana, 2019).

Dampak dari tingkat polusi udara yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak
negatif bagi kesehatan. Misalnya, meningkatkan risiko infeksi pernapasan, penyakit
jantung, dan kanker paru-paru. Paparan jangka pendek dan jangka panjang terhadap
polutan udara telah dikaitkan dengan efek kesehatan. Efeknya lebih kuat pada orang yang
sudah sakit. Anak-anak, orang tua dan orang miskin lebih rentan (World Health
Organization, 2019). Pada tahun 2021, polusi udara di Thailand diperkirakan
menyebabkan lebih dari 29.000 kematian, dan pada tahun 2022, rata-rata penduduk
Thailand akan terpapar empat kali jumlah partikel PM »5s yang dianggap aman oleh
WHO (Root, 2023). Kementerian Kesehatan, dr Opas Karnkawinpong melaporkan ada
212.674 pasien terkait polusi udara pada 24 Januari 2023, meningkat 96.109 dari minggu
sebelumnya. Mereka terutama termasuk dalam kelompok infeksi pernapasan, infeksi mata

dan infeksi kulit (Royal Thailand Government, 2023).

Pada tahun 2020, respon, tindakan, serta upaya pemerintah Thailand untuk
memerangi polusi udara telah menciptakan banyak praktik pemantauan dan pengendalian
debu secara real-time dengan stasiun pengukur PM s Administrasi Metropolitan

Bangkok (BMA) telah bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk menerapkan
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(Kundhikanjana,%202019)

langkah-langkah untuk mengatasi polusi udara PM >5. Pemerintah dibawah Prayut telah
menyusun rencana anti kabut asap yang diterapkan dari tahun 2019-2024 (C40 Cities,
2020). Namun sejauh ini, masyarakat hampir tidak melihat ada tindakan nyata.
Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tindakan pemerintah karena mereka

menganggap itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah(BangkokPost, 2020).

Sonthi Kotchawat, pakar kesehatan lingkungan independen di Thailand, mengatakan
upaya pemerintah tahun 2023 belakangan ini sangat tidak responsif. Kemudian, apa yang
harus dilakukan pemerintah jika PM s naik diatas 100 mg/m® selama tiga hari berturut-
turut. Jika hal itu terjadi, Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha harus mengadakan
pertemuan darurat dengan lembaga terkait untuk mengambil tindakan segera; yang mana

pemerintah harus melakukan hal yang sama di daerah mereka (Thai PBS World, 2023).

Sejauh ini, warga Thailand melihat situasi polusi udara yang tampaknya semakin
parah. Pada tahun 2020-2022, enam RUU terkait PM ;s disusun. Namun, tiga diantara-
Nya telah dibatalkan oleh Jenderal Prayuth. Pada 9 Juli 2020, Anggota Parlemen
Bhumjaithai mengusulkan Undang-Undang Udara Bersih untuk Rakyat. Belakangan
bulan itu, masyarakat sipil meluncurkan draf Undang-Undang Pengelolaan Udara Bersih.
Pada tahun 2021, anggota Move Forward membuat Polutan Release and Transfer
Register (PRTR). Tapi Jenderal Prayuth menolak untuk mendukung mereka, jadi mereka
tidak diajukan ke parlemen (Thai PBS World, 2023).

Jenderal Prayuth telah menangguhkan setidaknya tiga RUU mengenai udara bersih
dalam beberapa tahun terakhir, membuat banyak pejabat menangani sendiri dari polusi
udara yang berbahaya itu (Thai PBS World, 2023). Pada tahun 2023, akan ada lebih dari
1,3 juta korban polusi udara di Thailand. Menurut Kementerian Kesehatan, hampir
200.000 orang dirawat di rumah sakit dari awal Januari hingga Februari 2023. Anak-anak
dan wanita hamil harus tinggal di dalam rumah, dan orang Thailand di luar harus

memakai masker anti polusi N95 berkualitas tinggi (Brown, 2023).
Peran Greenpeace Sebagai Basis Acuan Informasi

a) World Air Quality 2020
Menurut Gemmmil dan Bamiedle-Izu menyatakan bahwa NGO memiliki banyak
hal yang ditawarkan dalam peran pengumpulan, penyebarluasan, dan menganalisis

informasi (Gemmill & Abimbola Bamiedle-Izu, 2002). Greenpeace dalam
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menjalankan perannya sebagai basis informasi dan melakukan Analisa, pertama
dalam website Greenpeace mengeluarkan laporan berdasarkan IQAir “2020 World
Air Quality Report” khusus untuk kawasan dan kota yang terdapat klasifikasi polusi
udara berjenis PM 25 (IQAir, 2021). Laporan ini menganalisis data PM 5 yang
dilaporkan oleh stasiun pemantauan permukaan tanah di seluruh dunia, sebagaimana

dikumpulkan melalui platform informasi kualitas udara IQAuir.

Greenpeace menjelaskan bahwa dengan membandingkan tingkat PM > 5 di seluruh
dunia, IQAir berusaha menyoroti berbagai - tantangan kualitas udara serta
menggarisbawahi ancaman polusi udara yang disebabkan oleh manusia. Kemudian,
bagaimana = laporan ini meningkatkan kesadaran - akan polusi udara yang
memberdayakan orang untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas udara
dan - mengurangi -paparan - terhadap diri mereka sendiri. Polusi udara terus
menghadirkan salah satu salah satu bahaya kesehatan terbesar di dunia bagi orang-
orang di mana pun, berkontribusi terhadap sekitar 7 juta kematian dini setiap

tahunnya. 3-6 juta dari kematian ini adalah anak-anak (IQAir, 2021).

Berdasarkan tinjauan global pada tahun 2020, paparan PM 25 negara dan wilayah
di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan mengalami konsentrasi PM » s rata-
rata tahunan tertinggi berdasarkan jumlah penduduk (IQAir, 2021). Menurut WHO
tingkat aman dari paparan PM .5 adalah 10 mg/m?® (World Health Organization,
2019). Sedangkan Thailand menempati peringkat ke 35 dari 106 negara yang terkena
polusi udara PM 2 5 dengan persentase rata-rata tahunan 20,6 mg/m?’ (IQAir, 2021).

Tabel 1.2 Peringkat PM 2.5 Per-kawasan Thailand 2019

Nama Kota Presentase PM ;.5(mg/m?)
Pa 53.0 mg/m’
Chiang Saen 43,7 mg/m>
Phan 41,6 mg/m?
Sarafi 40,5 mg/m?
San Kamphaeng 37,8 mg/m?
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Hang Dong 36,8 mg/m?
Chiang Rai 36,3 mg/m?
Pong 35,6 mg/m?
Si Samrong 35,1 mg/m?
Sansai 34,0 mg/m?

Sumber:( (IQAir, 2021) tabel diolah oleh penulis).

b) The Burden of Air Pollution in Thailand 2021

Kemudian Greenpeace membuat laporan khusus terkait polusi udara PM » 5 yang
terjadi di Thailand yaitu “The Burden of Air Pollution in Thailand 2021.”" (Aidan
Farrow, Andreas Anhauser, 2022). Pada laporan ini Greenpeace menyatakan bahwa
dari tahun 2017-2020- jaringan pemantau kualitas udara publik Thailand telah
berkembang - dari 54 menjadi 565 stasiun. Sementara pemerintah Thailand
menyediakan jaringan pemantauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, kontribusi
non-pemerintah mengoperasikan setidaknya 73% stasiun pemantauan secara nasional

(Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022).

Adanya keterlibatan seputar data-ini telah meningkatkan kesadaran publik dan
mempromosikan pentingnya udara bersih dan mengurangi paparan polusi. Bangkok
adalah rumah bagi 283 kualitas udara Thailand stasiun pemantauan, dan kontributor
data non-pemerintah telah membantu menyediakan stasiun PM » 5 publik terbanyak di
dunia kepada Bangkok (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022). Namun, walaupun
adanya keterlibatan pemerintah Thailand dalam memperbanyak kontribusi stasiun

pemantauan polusi udara tidak memungkinkan polusi udara tersebut akan berkurang.

Berdasarkan data dalam laporan Greenpeace dari total korban polusi udara PM ;5
per tahun 2021 menyebutkan bahwa kematian karena polusi udara PM > s mencapai
23.831 korban jiwa (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022). Greenpeace
memperkirakan bahwa setengah persen dari semua kematian dini yang terjadi pada
tahun 2021 di provinsi yang diteliti dapat dikaitkan dengan paparan polusi PM 2.

Khususnya, 20% kematian dini akibat stroke dan penyakit serebrovaskular lainnya,
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23% kematian dini akibat diabetes, 24% kematian dini akibat penyakit kanker paru-
paru, 21% kematian dini akibat infeksi saluran pernapasan bawah dan 22% dari
kematian dini akibat penyakit paru-paru kronis yang diteliti disebabkan oleh polusi

udara PM 25 (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022).

Target nasional Thailand 25 mg/m® adalah 5 kali lebih tinggi dari pedoman
kualitas udara WHO untuk konsentrasi PM » s rata-rata tahunan. Semua provinsi yang
diteliti gagal memenuhi pedoman WHO pada tahun 2021. Jika semua provinsi ini
mematuhi pedoman WHO, ini akan mengurangi jumlah kematian dini yang
disebabkan oleh polusi PM 25 menjadi sekitar 6.000 per tahun, menghindari 77% dari
kematian dini dan dengan demikian menyelamatkan 22.000 nyawa di provinsi ini
setiap tahun (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022). Dalam laporan tersebut hanya
mencakup sekitar setengah populasi Thailand 34 juta jiwa, seseorang yang tinggal di
wilayah Thailand yang termasuk dalam penelitian ini lebih dari dua kali lebih
mungkin meninggal akibat paparan polusi PM »s daripada kecelakaan lalu lintas.
Faktanya, risiko kematian akibat polusi udara PM .5 saat ini jauh lebih tinggi di
Thailand daripada risiko kematian akibat kecelakaan lalu lintas, penggunaan narkaoba,

atau pembunuhan yang disengaja (Aidan Farrow, Andreas Anhauser, 2022).

Tabel 1.3 Skala Indeks Kualitas Udara Standar US-EPA 2016:

Revisi Breakpoints Tingkat Implikasi Kesehatan Pernyataan Perhatian
(mg/m3, rata-rata 24 Polusi (untuk PM2.5)
jam) Udara
0-12.0 Baik Kualitas udara sangat Tidak Ada

memuaskan, dan polusi
udara menimbulkan sedikit
atau tidak ada risiko.

12.1-35.4 Sedang Kualitas udara dapat Anak-anak dan orang
diterima; namun beberapa  dewasa yang aktif, dan
polusi mungkin terdapat mereka yang memiliki

masalah kesehatan sedang  kondisi pernapasan
bagi sejumlah masyarakat  seperti asma, harus

kecil yaitu orang yang membatasi aktivitas di
sangat sensitif terhadap luar ruangan dalam
polusi udara. waktu yang lama.
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35.5-554

55.5-150.4

150.5-250.4

300+

Tidak sehat
untuk
Kelompok
Sensitif

Tidak Sehat

Sangat
Tidak Sehat

Berbahaya

Kelompok sensitif
mungkin mengalami efek
kesehatan. Masyarakat
umum tidak mungkin
terpengaruh.

Setiap orang mungkin
mulai mengalami efek
kesehatan yang mana
anggota kelompok sensitif
mungkin mengalami efek
kesehatan yang lebih
parah.

Peringatan kesehatan yang
mendesak yang mana
seluruh populasi lebih
mungkin terpengaruh
dampak polusi.

Peringatan kesehatan yang
mana setiap orang
mungkin mengalami efek
kesehatan yang lebih
serius.

Anak-anak dan orang
dewasa yang aktif, dan
mereka yang memiliki
kondisi pernapasan
seperti asma, harus
membatasi aktivitas di
luar ruangan dalam
waktu yang lama.

Anak-anak dan orang
dewasa yang aktif, dan
mereka yang memiliki
kondisi pernapasan
seperti asma, harus
membatasi aktivitas di
luar ruangan dalam
waktu yang lama.

Anak-anak dan orang
dewasa yang aktif, dan
mereka yang memiliki
kondisi pernapasan
seperti asma, harus
membatasi aktivitas di
luar ruangan dalam
waktu yang lama.

Setiap orang harus
menghindari semua
kegiatan di luar
ruangan.

Sumber: (USEPA, 2012)

Tabel diatas menjelaskan bahwa Greenpeace memberikan informasi bahwa telah

mengikuti batas paparan yang dikeluarkan oleh AQI (Air Quality Index) dikarenakan

mengikuti pernyataan Greenpeace juga bahwa batas paparan aman yang ditetapkan oleh
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WHO yaitu 5 mg/m? yang mana kualitas udara diantara angka 0-12,0 mg/m® dianggap

memuaskan, polusi udara menimbulkan sedikit atau tidak ada risiko bagi kesehatan.
Peran Greenpeace Dalam Menjalani Fungsi Operasional
Kampanye #RightToCleanAir

Menurut Gemmmil dan Bamiedle-Izu menyatakan bahwa NGO memiliki peran
aktif dalam menjalankan fungsi operasional atau tindakan-tindakan nyata yang
dilakukan. Sejak tahun 2015, Greenpeace telah banyak menyusun peringkat PM 25 di
Thailand, yang secara konsisten mengindikasikan bahwa kualitas udara di perkotaan
telah memburuk selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Greenpeace melakukan

protes hak untuk membersihkan udara di Thailand (Greenpeace, 2018).

Aktivis Greenpeace sudah bertahun-tahun berkampanye untuk memperjuangkan
hak udara bersih dari tahun 2015-2022. Aktivis Greenpeace memegang spanduk saat
mercka mempersembahkan jam pasir yang dipenuhi debu dari daerah di Bangkok dan
provinsi lain yang paling terkena dampak polusi udara parah kepada perwakilan
Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha di Kantor Komisi Layanan Sipil (Greenpeace,
2018).

Menurut para aktivis, jam pasir melambangkan seruan kepada pemerintah untuk
segera mengatasi krisis polusi udara yang disebabkan oleh PM 5 dari transportasi,
pembakaran  terbuka, pembangkit = listrik, ~dan manufaktur. Mereka juga
menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah. Pada 23-28 Januari 2020,
Greenpeace memegang plakat yang mengirimkan pesan kepada pemerintah Thailand
untuk mengatasi masalah polusi udara. Greenpeace Thailand bersama dengan EnLaw,
EARTH, BioThai, Foundation for Consumers, Friend Zone, Mayday, Climate Strike
Thailand dan masyarakat sipil hari ini menyerukan kepada pemerintah Thailand untuk
mengambil langkah mendesak untuk memerangi tingkat- PM 2.5-di udara Thailand

(Ford, 2020).

Kemudian Greenpeace mempunyai proyek vyaitu Thailand Solar Fund yang
bertujuan untuk memasang panel surya di atap rumah sakit, mendukung energi
terbarukan di negara tersebut, mengurangi emisi karbon dan menjauhi bahan bakar
fosil (Ford, 2020). Para aktivis serta masyarakat sipil berbondong-bondong

melakukan aksi kampanye dengan memakai masker N95 dan memegang tanda
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kampanye. Berbaris dari kuil Benchamabphit ke pusat pengaduan pemerintah, yang
mana mereka mengajukan surat kepada pemerintah, meminta pemerintah untuk
mengambil tindakan serius terhadap krisis polusi udara dan akumulasi partikel udara

PM 35, untuk melindungi kesehatan masyarakat Thailand (Angskul, 2020).

Tara Buakamsri, Direktur Greenpeace Asia Tenggara Thailand mengatakan
bahwa pemerintah harus membangun ruang bersih di ruang publik di mana pejalan
kaki dapat berlindung selama krisis - polusi udara, dan harus memungkinkan
masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam  pengukuran kualitas udara. Dia
menyarankan agar pemerintah membeli lebih banyak detektor kualitas udara dan
memastikan kondisi operasional semua peralatan, sementara pada saat yang sama
pemerintah Thailand harus tahun ini mengubah standar partikel PM 25 saat ini di
atmosfer, untuk memenuhi target sementara Pemerintah juga harus tegas dengan
regulasi emisi polusi dari sumber utama seperti pembangkit listrik, pabrik industri,

dan kendaraan (Angskul, 2020).

Pada bulan Januari 2022, kampanye- #RightToCleanAir kembali dilaksanakan
dengan tujuan yang sama yaitu agar pemerintah memperketat standar ambient PM 2 s
untuk melindungi hidup masyarakat. Greenpeace Thailand bekerja sama dengan
Environmental Law Foundation (EnLaw) untuk menyerahkan surat petisi yang
ditujukan kepada Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Kementerian
Industri. Meskipun kedua kementerian menanggapi dengan menyatakan niatnya untuk
memperbaiki kualitas udara, tetapi yang spesifik untuk memantau PM ;5 tetapi tidak

ada janji langkah selanjutnya mengenai kebijakan tersebut (Chiang, 2022).

Dua bulan kemudian, Organisasi Masyarakat Sipil, Greenpeace Thailand, dan
advokasi lingkungan mengajukan gugatan kepada tiga departemen publik tersebut
karena telah mengabaikan amanat mereka untuk melindungi hak dasar masyarakat
Thailand atas. udara- bersih. Pada Juli 2022, Dewan -Lingkungan Nasional
mengumumkan mereka akan merevisi standar ambient PM2 s untuk dijalankan pada
tahun 2023. Standar baru ini mengurangi jumlah aman debu PM » 5 di atmosfer dari

rata-rata 50 mg/m?> hingga 37,5 g/m? dalam periode 24 jam (Chiang, 2022b).
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Peran Greenpeace Dalam Menilai Lingkungan Hidup Global

Menurut Gemmil dan Bamiedle-Izu menyatakan bahwa NGO memiliki peran dalam
menilai keadaan lingkungan hidup global saat ini dan memantau kepatuhan otoritas lokal

terhadap perjanjian lingkungan internasional yang telah mereka setujui.

1.) Earth Summit on Environment and Development
Selain memberikan kontribusi besar terhadap lingkungan global, Greenpeace juga
memberikan kontribusi besar di negara-negara Asia. Greenpeace juga terdaftar
sebagai anggota Climate Action Network (CAN), sebuah jaringan beranggotakan
sekitar 700 NGO dari 90 negara yang mempromosikan aksi berkelanjutan secara
ekologis untuk meminimalkan dampak perubahan iklim serta lingkungan (Rozalinna

& Azmi, 2020).

Greenpeace juga terlibat dalam negosiasi iklim, COP2 PBB di Madrid, yang
mencari solusi serta masukan dari negara-negara dan NGO lainnya tentang isu-isu
iklim dan komitmen mereka terhadap Change Convention atau biasa dikenal dengan
UN Framework Convention on . Climate Change (UNFCCC). Hasilnya adalah
komitmen' politik internasional terhadap perubahan iklim pada Earth Summit on

Environment and Development (Rozalinna & Azmi, 2020).

Kemudian pada pertemuan UNFCCC di Rio de Janeiro, Brazil, Greenpeace telah
mengurangi emisi sebesar 12,5% antara tahun 2008-2012. Keikutsertaan Greenpeace
dalam UNFCCC merupakan pencapaian peran INGO dalam negosiasi perubahan
iklim dan lingkungan di tingkat internasional. Namun sayangnya, tidak ada data yang
dimasukkan untuk membandingkan hal tersebut, khususnya di negara-negara Asia,
yang mana menyusul kesepakatan global yang dicapai oleh Greenpeace (Rozalinna &

Azmi, 2020).

Greenpeace juga menjelaskan bahwa karakteristik lingkungan yang berbeda di
kawasan Asia Tenggara menyebabkan setiap negara di kawasan tersebut memiliki
respon yang berbeda terhadap perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya.
Salah satunya Thailand. Ada tiga masalah isu jika berbicara mengenai negara
Thailand. Kegiatan Greenpeace yang paling dominan adalah kampanye perlindungan
(Rozalinna & Azmi, 2020). Berikut gambar tabel batasan dan masalah Greenpeace

yang ada di Thailand:
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Gambar 1.1 Batasan dan Masalah Greenpeace Thailand

Rejection Make a Change Protection
(16%) (18%) (66%)
Percentage Percentage Percentage
Case Total Case Total Case Total
(%) (%) (%)
Coal 3 50%  Forest 1 149,  Peopeand 8%
society
Plastic 1 179  Food 4 57%  Coal 1 4%
system
. . Seaand
Climate 1 17% Lifestyle 2 29% ocean 2 8%
Clean air 1 17% Total 7 100% Forest 3 12%
Total 6 100% Plastic 1 4%
Food 1 45
system
Climate 9 36%
Clean air 6 24%
Total 25 100%

Sumber: (Rozalinna & Azmi, 2020)

Thailand terkenal dengan sektor pertaniannya, misalnya, sebagai negara penghasil
beras ditemukan bahwa keduanya memilih iklim dan polusi sebagai isu kampanye
yang paling umum. Kampanye sendiri terkait dengan peningkatan kualitas udara
bersih, polusi udara lebih dipahami dalam konteks perunahan iklim. Serta, seperti
yang bisa dilihat dari prosesnya, Greenpeace Thailand juga memenuhi peran advokasi

dalam keadilan lingkungan Thailand.

2.) AATHP (ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution)

Akibat fenomena kebakaran hutan dan lahan yang parah pada tahun 1997-1998,
negara-negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN = Agreement On
Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002 di Malaysia.
Tujuannya adalah untuk mencegah, memantau dan mengurangi kebakaran lahan dan
hutan dalam rangka pengendalian pencemaran asap lintas batas melalui aksi bersama
nasional dan kerjasama regional maupun internasional. Thailand sendiri juga ikut

meratifikasi AATHP pada 10 September 2003 (The ASEAN Secretariat, 2021).

Ratifikasi-AATHP berarti telah menjadi hukum lingkungan internasional yang
positif di ASEAN. Dengan demikian, berarti penerapan penanggulangan asap yang
lintas batas di negara-negara ASEAN telah menjadi masalah bersama negara-negara
dalam lingkup regional. Hal ini sejalan dengan tujuan AATHP 2002, yang mengakui
perlunya mengurangi asap lintas batas dari kebakaran lahan dan atau hutan di ASEAN
melalui inisiatif nasional terpadu bersama dan kerja sama internasional (Riyanto,

2015).
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Pemerintah Thailand sendiri telah mengambil tindakan balasan untuk mengatasi
masalah ini. Dalam hal ini, pemerintah Thailand dan negara-negara Asia Tenggara
akan bekerja sama secara bilateral dan regional, dengan harapan dapat mengatasi
dampak kabut asap. Padahal, dalam perjanjian tersebut, Thailand merupakan salah
satu negara yang terkena dampak kabut asap lintas batas. Banyaknya kebakaran hutan
dan lahan di Indonesia telah mempengaruhi situasi domestik Thailand (Alfansyah,

2019).

Namun, Greenpeace menilai keadaan lingkungan Thailand, terutama polusi udara
setelah meratifikasi AATHP, semakin buruk dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat
Thailand yang mengeluhkan polusi udara yang menyebar di Thailand, terutama di ibu
kotanya, Bangkok. Greenpeace menyampaikan pesan kepada perwakilan pemerintah
di Bangkok, yang melambangkan ancaman polusi udara di Thailand. Thailand tidak
bisa lagi menghirup udara yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia sehingga

mempengaruhi produktivitas ekonomiThailand (Lefevre, 2018).

Oleh karena itu, Greenpeace telah meminta Perdana Menteri Thailand Prayuth
Chan-ocha untuk mengatasi krisis polusi udara Thailand. Dapat dilihat bahwa kabut
asap di Thailand telah mempengaruhi situasi domestik di Thailand. Ttulah yang
mempengaruhi sektor kesehatan da ekonomi Thailand dan telah menghimbau Perdana
Menteri Thailand melalui aktivis Greenpeace untuk mengatasi polusi udara sangat

buruk yang terjadi di Thailand (Lefevre, 2018).

Kemudian, pada tahun 2019, pemerintah mengadakan agenda nasional yaitu
“Solving the Problem of Particulate Matter” yang menerapkan agenda dan pedoman
pengelolaan krisis polusi udara PM »5 di Thailand. Tindakan pemerintah untuk
mengendalikan kabut asap lintas batas adalah tindakan untuk mendorong operasi
sesuai dengan kesepakatan AATHP tersebut. Pemerintah Thailand juga melaksanakan
rencana aksi Chiang Rai untuk mencegah pencemaran asap lintas batas. Termasuk
integrasi kerjasama dengan negara tetangga melalui mekanisme pendorong di tingkat
ASEAN. Pada tingkat komite perbatasan, Kementerian Pertahanan dan Koordinasi di
tingkat perbatasan Thailand (Chanabovornsakul, 2022).
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Peran Greenpeace Sebagai Pengawasan Kebijakan

Kemudian, menurut Gemmil dan Bamiedle-Izu menyatakan bahwa NGO

memiliki peran menjadi pemberi masukan untuk proses agenda-setting dan juga

mengawasi kebijakan:

a)

b)

Dewan Lingkungan Nasional Thailand

Greenpeace menyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Nasional Thailand
harus menyesuaikan standar PM ;5 lebih ketat dengan perhatian utama terhadap
kesehatan masyarakat Thailand. Namun, pihak Greenpeace menyatakan kembali
bahwa pemerintah masih menunda pengumuman standar baru PM 25 melalui
Rencana Aksi Agenda Nasional. “Solving the Problem of Particulate Matter”
Menyelesaikan Masalah Polusi Udara" pada tahun 2019, yang menyatakan bahwa
standar PM »s rata-rata tahunan akan direvisi pada tahun 2021 dan rata-rata 24
jam pada tahun 2024, ditunda dan tidak mengikuti situasi masalah yang parah
(greenpeace, n.d.).
Kementerian Sumber Daya Alam

Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian harus menetapkan
standar emisi pencemaran udara dari pabrik industri dan jenis manufaktur lain
yang menjadi sumber PM 25 agar setara dengan standar internasional. Greenpeace
terus mengawasi polusi yang dikeluarkan dari pabrik telah lebih dari standar batas
aman dari PM 25 tersebut. Oleh karena itu, Greenpeace terus mengawasi agar
kualitas lingkungan tetap terjaga sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah
ditetapkan. Dan mampu menyelesaikan masalah debu PM 1 s secara efektif sesuai
rencana aksi penggerak agenda nasional. “Solving the Problem of Particulate
Matter” pada tahun 2019. Instansi pemerintah harus menerbitkan standar
tumpukan akhir PM s untuk membatasi emisi jenis partikel yang paling

berbahaya bagi kesehatan (Greenpeace, n.d.-e).

Kementerian Perindustrian

Greenpeace juga menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian harus
melanjutkan daftar pelepasan dan pemindahan pencemar serta menyebarluaskan
informasi tersebut kepada publik. Menurut Kementerian Perindustrian Thailand,
diterbitkan Peraturan Menteri No.27 yang mensyaratkan kepada pabrik yang

mengandung polutan atau bahan bakar kimia yang diberitahukan oleh pihak
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Menteri. Sebuah laporan tentang pelepasan dan transportasi polutan harus
disediakan. Namun, tidak ada daftar polutan atau bahan kimia yang wajib
dilaporkan belum dipublikasikan (Greenpeace, n.d.-e).

Daftar pelepasan dan pemindahan disusun sesuai dengan rencana aksi untuk
promosi rencana aksi nasional. “Solving the Problem of Particulate Matter”
tahun 2019 memungkinkan lembaga pemerintah untuk secara akurat
memperkirakan jumlah zat beracun (termasuk PM ,s5) yang dipancarkan ke
atmosfer. Greenpeace menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan
untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Termasuk masyarakat sipil dan
publik, mereka menerima informasi sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam
pencegahan dampak kesehatan dan lingkungan (greenpeace, n.d.).

Dengan demikian, jika pemerintah terus mengabaikan masalah polusi udara
PM 35 di Thailand, maka tuntutan atau suara masyarakat Thailand menjadi salah
satu kekuatan untuk terus mendukung dan menuntut lembaga pemerintahan terkait
pengambilan tindakan hukum tersebut. Untuk secara khususnya dalam menangani
masalah polusi udara tersebut, dan juga untuk mengakhiri semua pelanggaran hak
musiman dan untuk mengembalikan juga udara bersih sebagai hak dasar semua

manusia.
Peran Greenpeace Sebagai Advokasi Keadilan Lingkungan

Menurut -Gemmmil dan Bamiedle-Izu menyatakan bahwa NGO juga memiliki
peran mengadvokasi lingkungan untuk memperoleh keadilan lingkungan yang telah

diperjuangkan.

1) Kerjasama Greenpeace dengan Organisasi Lain

Greenpeace Thailand telah berkampanye selama bertahun-tahun dalam
memperjuangkan hak udara bersih yaitu #RightToCleanAir yang mana bertujuan
untuk kesadar tahuan publik Thailand tentang pentingnya standar PM ,s. Pada
Januari 2022, Greenpeace Thailand bekerjasama dengan Enviromental Law
Foundation (EnLaw) untuk menyerahkan surat petisi yang ditujukan untuk Dewan
Lingkungan Hidup Nasional Thailand, Menteri Sumber daya Alam dan
Lingkungan Hidup, dan juga Menteri perindustrian (Chiang, 2022b).

Tidak hanya itu saja, namun Greenpeace Thailand juga bekerja sama dengan

Ecological Restoration Foundation (EARTH), Chiang Mai Breathing Council,
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2)

Northern Breath Council, Bapak Suphat Hasuwankit Direktur Rumah Sakit Chana
dan Presiden Klub Medis Pedesaan, dan juga Ibu Nanticha Ocharoenchai juru
kampanye dan komunikator lingkungan yang ikut mendirikan kelompok Climate
Strike Thailand (Nazalea Kusuma, 2022). Dua bulan kemudian, Organisasi
Masyarakat Sipil, Greenpeace Thailand, dan advokasi lingkungan mengajukan
gugatan terhadap tiga departemen publik tersebut, mengatakan bahwa mereka
telah mengabaikan kewajiban mereka untuk melindungi hak dasar rakyat Thailand
atas udara atas bersih (Chiang, 2022b).

Gugatan dan Petisi

Pada 22 Maret 2022, tujuh kelompok masyarakat sipil di Thailand
mengajukan- gugatan terhadap pemerintah karena lalai dalam melindungi hak
warga negara atas udara bersih. Greenpeace Thailand beserta organisasi lain yang
terlibat dalam menangani isu polusi udara PM 25 Thailand menggugat beberapa
lembaga pemerintah Thailand karena telah melalaikan tugasnya atau terlambat
melaksanakan tugasnya.

Seperti Dewan Lingkungan Nasional yang telah melalaikan tugasnya secara
tidak - wajar terlambat dalam menerbitkan -atau mengubah pengumuman,
menetapkan standar debu PM 35 di atmosfer umum menjadi ketat dan aman. lebih
banyak orang menurut undang-undang dan rencana aksi untuk menggerakkan
agenda nasional < “Solving the Problem of Particulate Matter” meskipun
Departemen Pengendalian Polusi telah mengusulkan untuk menyesuaikan standar
menurut Level 3 Organisasi Kesehatan Dunia sejak 2021 (Greenpeace Southeast
Asia, 2020Db).

Kemudian, Dewan Lingkungan Nasional dan Menteri Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup menelantarkan atau melakukan tugas secara tidak wajar
terlambat mengeluarkan atau mengubah pengumuman standar emisi debu PM 25
dari pabrik industri dan jenis usaha lain yang menjadi sumber menurut Pasal 55
Undang-Undang tersebut. Promosi dan pelestarian kualitas lingkungan BE 2535
untuk memenuhi standar internasional. Saat ini, hanya ada nilai standar debu total.
Tanpa mengukur debu PM ;5 dari pabrik-pabrik industri yang merupakan sumber
penting, merupakan hambatan untuk mencapai tujuannya untuk mengendalikan
debu PM 25 di atmosfer agar aman bagi manusia (Greenpeace Southeast Asia,

2020b).
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Menteri Perindustrian melalaikan tugasnya yang tidak wajar dalam
mengeluarkan atau mengubah pengumuman yang menentukan jumlah kontaminan
di udara yang dikeluarkan dari pabrik memiliki tingkat partikel PM > 5 yang setara
dengan standar internasional menurut undang-undang dan rencana aksi yang
digerakkan oleh agenda nasional yang mana saat ini hanya memiliki standar debu
total. Tanpa mengukur debu PM ;5 dari pabrik industri menurut undang-undang
pabrik dan juga melakukan tugas terlambat secara tidak wajar dalam
mengeluarkan detail pengumuman yang dikeluarkan berdasarkan UU Pabrik B.E.
2535, dengan materi partikulat PM ,5 dalam daftar polusi dan bahan kimia target
(Greenpeace Southeast Asia, 2020b).

Untuk melindungi hak lingkungan ke-7 penggugat kemudian mengajukan
gugatan terhadap tiga lembaga pemerintah tersebut ke pengadilan Tata Usaha
Negara Pusat pada tanggal 22 Maret 2022 (Greenpeace Southeast Asia, 2020b).

Petisi tersebut berupa:

1) Menggugat untuk mengeluarkan atau mengubah pengumuman Dewan
Lingkungan Nasional Thailand tentang penetapan baku mutu debu PM 2
untuk memenuhi standar internasional menurut masyarakat publik yang
rata-rata per hari-dengan PM 55 yaitu 37 mg/m’ dan rata-rata tahunan
dengan PM 2syaitu 15 mg/m”.

2) Menggugat untuk bersama-sama menjalankan tugasnya mengeluarkan atau
mengubah pengumuman standar pengendalian pencemaran udara. Jenis
PM .5 dari industri pabrik dan jenis usaha lain yang menjadi sumber
pencemaran penghasil debu PM »5 menurut Bagian 55 Undang-Undang
Peningkatan dan Konservasi Kualitas Lingkungan B.E. 2535 setara dengan
standar internasional.

3) Menggugat untuk menerbitkan atau merevisi pengumuman untuk
menentukan jumlah kontaminan di udara yang dikeluarkan dari pabrik ke
pabrik. Nilai lingkungan PM 35 tidak boleh melebihi standar yang
ditentukan dan setara dengan standar internasional.

4) Menggugat untuk mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyebutkan
jenis polutan atau bahan kimia yang harus diproduksi oleh pabrik.
melaporkan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri No. 27 (B.E. 2563)

yang dikeluarkan berdasarkan UU Pabrik B.E. PM 15 tercantum dalam
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daftar polutan dan bahan kimia yang ditargetkan dan Polutan Rilis dan
Transfer Daftar).

5) Menggugat untuk menyebarkan informasi kepada publik untuk publik

masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam audit Mencegah dampak
terhadap kualitas hidup dan lingkungan.

Dari pembahasan peran Greenpeace di atas dapat disimpulkan dengan bagan berikut:

Bagan 1.1 Peran Greenpeace Dalam Menangani Isu Polusi Udara PM 25 Di

Thailand

Peran Greenpeace Dalam
Menangani Isu Polusi
Udara PM 2.5 Di Thailand
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Kesimpulan

Terlepas dari banyak data atau penelitian, saya tidak dapat menemukan laporan atau studi
apapun tentang beban polusi udara lintas batas untuk dan dari negara tetannga atau negara
terdekat. Namun, sebagian besar polusi udara di Thailand kemungkinan dihasilkan oleh
polusi domestik terutama di wilayah perkotaan. Lebih lanjut, Thailand sebagai negara yang
tengah berfokus pada pengembangan ekonomi negara melalui kegiatan pariwisata ini, tidak
begitu fokus pada permasalahan lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah
menerapkan kebijakan dan ketegasan yang tidak sebanding antara pembangunan ekonomi
dan permasalahan lingkungan serta kesehatan masyarakat di negaranya. Padahal sebenarnya
permasalahan tersebut adalah masalah berdampingan yang bisa mempengaruhi satu sama
lain. Sehingga dalam hal ini diperlukan peran di luar peran pemerintahnya. Dengan kata lain,
dibutuhkan peran aktor-aktor penting lainnya seperti organisasi peduli lingkungan, khususnya
Greenpeace agar dapat mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan menyadarkan
masyarakat mengenai pentingnya kualitas udara yang mereka hirup.

Dalam rangka meninjau peran Greenpeace dalam permasalahan polusi udara PM 5 di
Thailand, ditemukan bahwa Greenpeace telah menjalankan beberapa perannya menurut
konsep INGO Gemmil dan Bamidle-Izu yang memperjuangkan isu lingkungan hidup global.
Mulai dari basis informasi hingga berperan dalam advokasi keadilan lingkungan. Sebagai
basis informasi lingkungan, Greenpeace telah mengeluarkan dua laporan terkait, yakni 2020
World Air Quality Report” khusus untuk kawasan dan kota yang terdapat klasifikasi polusi
udara berjenis PM 25 dan laporan khusus terkait polusi udara PM 25 yang terjadi di Thailand
yaitu “The Burden of Air Pollution in Thailand 2021.” Greenpeace juga menjalankan fungsi
operasionalnya dengan melakukan kampanye #RightToCleanAir. Melalui perannya menilai
keadaan lingkungan global dan memantau otoritas lokal terhadap perjanjian lingkungan
internasional yaitu Greenpeace ikut serta dalam FEarth Summit on Environment and
Development yang mana Greenpeace memetakan batas masalah yang dilakukan terhadap isu-
isu lingkungan global salah satunya adalah Thailand. K Greenpeace menilai keadaan
lingkungan Thailand, terutama polusi udara setelah meratifikasi AATHP, semakin buruk dari
tahun ke tahun. Banyak masyarakat Thailand yang mengeluhkan polusi udara yang menyebar
di Thailand. Kemudian, melalui perannya sebagai pengawas kebijakan, Greenpeace
menyatakan beberapa hal seperti Dewan Lingkungan Nasional Thailand harus menyesuaikan
standar PM ; 5 lebih ketat dengan perhatian utama terhadap kesehatan masyarakat Thailand.

Serta, Greenpeace menyatakan bahwa Kementerian Sumber Daya Alam harus

menetapkan standar emisi polusi udara dari pabrik industri dan jenis usaha lain yang menjadi
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sumber PM ;5 agar setara dengan standar internasional. Greenpeace terus mengawasi polusi
yang dikeluarkan dari pabrik telah lebih dari standar batas aman dari PM »s tersebut dan
sebagainya. Sebagai advokasi keadilan lingkungan, Greenpeace juga telah melakukan
beberapa tindakan dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan lain di Thailand dan
mengeluarkan petisi yang secara umum menuntut perketatan standar dan peraturan mengenai

pencemaran udara di Thailand termasuk standarisasi polusi dan penanganan tegasnya.
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